
a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik 
tennasuk di dalamnya Pemerintah Daerah perlu 
menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan 
informasi publik; 

b. bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur, perlu disusun Standar Operasional Prosedur 
yang menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi dalam penyediaan dan pengelolaan 
informasi pu blik secara baik dan efisien sehingga dapat 
diakses oleh masyarakat dengan mudah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur; 

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT 
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR 

NOMOR ~J TAHUN 2014 

TENTANG 

... 



Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, 

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3969); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Nomor 5038); 



I ltl~H llif~lHI j 

, 

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234}; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4 737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5149); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 740); 

• 

.. 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR LAY ANAN INFORMASI PADA PEJABAT 
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

• 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2); 

1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 

Nomor 14); 
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1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur. 

4. Badan Publik adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
5. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang 

atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. 
6. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap Badan Publik untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan 
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa 
laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. 

7. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat 
dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau 
sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun yang dapat 
dilihat, dibaca atau didengar. 

8. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau 
keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur. 

9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda -tanda 
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non­ 
elektronik. 

10. lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 
dikirim, dan/ atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara 
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan 
kepentingan publik. 

11. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara 
sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori 
informasi. 

• 



1) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan 
sistematika sebagai beriku t : 

BAB I PENDAHULUAN 
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN 
BAB III ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Pasal 3 

Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
merupakan pedoman dalam pengelolaan informasi bagi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerinta.h Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan 
informasi serta penetapan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi. 
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BAB II 
PETUNJUK TEKNIS 

Pasal 2 • 

12. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada masyarakat pengguna 
informasi. 

13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut 
dengan PPID Utama adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam 
bidang penyediaan, dan/atau pelayanan informasi, penyimpanan dan 
pendokumentasian di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

14. PPID Pembantu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur serta Lembaga/Badan Usaha Milik Daerah yang 
telah menerirna anggaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

15. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi 
publik sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 
ten tang Keterbukaan Informasi Pu blik. 

16. Pemohon lnformasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum 
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Pu blik. 

1 7. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerirnaan, penyusunan, 
penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen 
secara sistematis. 

_, 



melaksanakan pelayanan infonnasi publik; dan 
d. menjadi sarana dalam melakukan evaluasi kinerja aparatur. 

1. Maksud 
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun sebagai alur proses 
pelaksanaan pelayanan informasi dan acuan tentang ruang lingkup, 
tanggung jawab serta wewenang Pejabat Pengelola lnformasi dan 
Dokumentasi atau PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam 
menyediakan lnformasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan 
kegiatan pelayanan infonnasi publik. 

2. Tujuan 

• 

keterbukaan a. mewujudkan implementasi undang-undang 
informasi publik secara efektif dan efisien; 

b. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi; 
c. memberikan standar bagi PPID utama dan PPID pembantu dalam 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Langkah awal yang dijalani Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur adalah membentuk lembaga Pejabat Pengelola lnformasi dan 

Dokumentasi (PPID) dengan sistem terpusat (sentralisasi), dimana 
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
sebagai leading sektornya atau disebut PPID Utama. Sedangkan 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Lembaga / BadanUsaha Milik 
Daerah yang telah menerima anggaran APBD Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagai PPID Pembantu. 
Tugas PPID utama adalah menyediakan akses informasi publik bagi 
pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Utama perlu 
menetapkan standar layanan informasi dalam bentuk Standar 
Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur. 
Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini,di 
harapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 
dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap infonnasi yang 
berkualitas dapat secara nyata terpenuhi. 

• 



A. TUGAS DAN WEWENANG PPID 

1. Tugas Pokok PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

a. merencanakan, melaksanakan rnengkoordinasikan, 

mengendalikan pengumpulan informasi, mengklasifikasi 

informasi, mendokumentasikan inforrnasi dan memberikan 

pelayanan informasi dari PPID pembantu, di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 

BAB IV 

PEJABAT PENGEWLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

• 

1. Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti. 

2. Akuntabilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kernampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

ef ektifitas. 

4. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalarn penyelenggaraan 

pelayanan inforrnasi publik dengan mernperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan rnasyarakat. 

5. Kesamaan Hak 

Tidak diskriminatif dalarn arti tidak rnernbedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender dan status ekonomi. 

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus mernenuhi hak dan 
kewajiban masing masing pihak. • 

BAB Ill 

ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
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b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan / atau 
memberikan pelayanan infonnasi kepada publik; 

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik dari PPID 
pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; 

d. melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang 
dikecualikan; 

e. melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan 
dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat, dan 

f. melaksa.nakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa 
informasi pu blik. 

2. Wewenang PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidalmya 

diakses oleh pu blik; 

c. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja komponen/ 
satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; 

d. mengkoordinasikan pemberian pelayanan infonnasi dengan PPID 
Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; dan 

e. menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengurnpulkan, 
serta memelihara infonnasi dan dokumentasi untuk kebutuhan 
organisasi. 

B. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PPID 
1. Kedudukan PPID Utama : 

PPID Utama berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur. 

Ketua PPID Utarna adalah Pejabat ex officio Asisten Pemerintahan 
dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur; 

Penunjukan PPID ditetapkan melalui Keputusan Bupati. 
2. Struktur Organisasi PPID, terdiri dari: 

a) Atasan PPID; 
b) Tim Pertimbangan 
c) Ketua PPID Utama 
d) Sekretaris PPID Utama; 
e) Sekretariat PPID Utama; 
f) Bidang Pengolahan Data; 

• 

• 



Tu gas 
a. memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan informasi 

publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur; 

b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen 
pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 

c. mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab 
pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur; 

d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi 
publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur telah sesuai dengan peraturan perundangan; 

e. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh 
pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara 
tertulis; 

f. memberikan persetujan atau penolakan atas surat penetapan 
daftar informasi pu blik dan surat penetapan klasifikasi informasi 
dari PPID utama; 

g. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi 
publik;dan 

h. menghadiri atau membuat surat kuasa dalam proses penyelesaian 
sengketa informasi dan ajudikasi. 

2. Tim Pertimbangan terdiri dari: 
1) Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur sebagai anggota. 
3) Asisten Administrasi Umum sebagai anggota. 
4) lnspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai anggota. 

• 

Bupati Tanjung Jabung Timur 

Sebagai perwakilan Badan Publik Pemerintah 

KabupatenTanjung Jabung Timur. 

1. Atasan PPID 

Fungsi 

g) Bidang Penyimpanan Data; 

h) Bidang Penyelesaian Sengketa; 

i) PPID Pembantu. 

C. FUNGSI DAN TUGAS MASINO - MASINO TIM PPID 



PPID utarna Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
a. melaksanakan koordinasi penyusunan program 

pengelolaan informasi dan dokumentasi; 
b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas 

bidang-bidang pada Sekretariat; 

pejabat exofficio Kepala Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur. 

Sebagai koordinator perencanaan, pengelolaan, 
pelayanan, dan pengendalian informasi dan 
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur bertanggung jawab kepada Ketua 

Tu gas 

Fungsi 

4. Sekretaris PPID Utarna 

informasipublik di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur. 
a. Memimpin penyelenggaraan layanan informasi publik 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur; dan 

b. Menetapkan surat keputusan informasi yang 
dikecualikan. • 

Tu gas 

Fungsi 

3. Ketua PPID Utama: pejabat ex officio Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Sebagai Ketua pelaksana penyelenggaraan layanan 

• 

5) Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai 

anggota. 

Fungsi : Sebagai Tim Penasehat bagi Atasan PPID terhadap 
permasalahan pada PPID a tau sengketa informasi pu blik 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur. 

Tugas a. memberikan saran tentang pengujian konsekuensi; 
b. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang 

dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan 
Keputusan Ketua PPID Utama; 

c. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa 
informasi; dan 

d. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur di dalarn sop 
ini. 



penyediaan dan pelayanan informasi 
publik; 

mengembangkan termasuk 

• 
a. membantu Sekretaris PPID Utama 

dalam menyimpan, mengklasifikasi 
dan menyediakan informasi atau 
dokumendari PPID Pembantu 

Tu gas 
Koordinator Sekretariat 

Sebagai unit pelaksana layanan informasi dan 
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur bertanggung jawab kepada 
Sekretaris PPID utarna Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur. 

Fungsi 

c. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam 
rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi; 

d. melakukan komunikasi, klarifikasi dan memberikan 
penjelasan terhadap pemohon informasi; 

e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan 
dan pelayanan informasi publik melalui media cetak 
dan elektronik; 

f. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian 
pelayanaan informasi dan dokumentasi; 

g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, 
kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Ketua PPID Kabupaten; dan 

1. untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris 
dibantu oleh Sekretariat. 

5. Sekretariat PPID U tama terdiri dari : 
1) Koordinator Sekretariat setingkat Eselon IV yaitu pejabat ex officio 

Kepala Subbagian Pemberitaan pada Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

2) Pranata Humas. 
3) Pranata Komputer. 
4) Pranata Arsiparis. 

• 



a. mernbantu Sekretaris PPID Utarna 
dalam proses layanan informasi; 

b.menghi.mpun surat / perrnohonan 
inforrnasi melalui digital dan non­ 
digital; 

c. menyampaikan pennohonan informasi 
kepada PPID Pembantu atas instruksi 
Sekretaris PPID apabila data/ infonnasi 

Tu gas 
Pranata Humas 

• 

dokurnentasi; 
c. rnenginfonnasikan adanya 

pennohonan inforrnasi atau surat 
keberatan informasi kepada 
Sekretaris PPID Utarna; 

d. rnenyiapkan larnpiran Nota Dinas 
I memo bagi proses layanan infonnasi 
oleh Sekretaris PPID Utama; 

e. menyiapkan materi balasan surat 
dari pemohon infonnasi atas arahan 
Sekretaris PPID Utama; 

f. menyiapkan surat permohonan data 
dan informasi ke PPID Pembantu atas 

arahan Sekretaris PPID Utarna. 
g. rnengevaluasi dan merekap data 

perrnohonan dan penyarnpaian 
informasi, meliputi informasi yang 
dipenuhi atau yang ditolak berikut 
alasan penolakannya; 

h. memantau proses layanan inforrnasi 
berkala, informasi setiap saat dan 
inforrnasi serta merta; dan 

i. mengerjakan tugas-tugas lain yang 
diberikan oleh Sekretaris PPID 
Utarna. 

• 

dan infonnasi 
administrasi b. melaksanakan 

pelayanan 



informasi; 

a. menyediakan infonnasi dari pemohon 
informasi sesuai arahan sekretaris PPID 
Utama; 

b. mengklasifikasi dan menyimpan data 
J infonnasi dari PPID Pembantu. 

c. berkoordinasi dengan bidang 
penyimpanan data (Kantor Arsip 
Daerah dan Perpustakaan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur) dalam 
penyediaan dan pengamanan data / 

permohonan infonnasi melalui digital 
dan non-digital; 

b. membantu Sekretaris PPID Utama 
dalam membuat laporan infonnasi 
berkala; 

c. berkoordinasi dengan bidang 
pengolahan data dalam penyediaan 
data / informasi; dan 

d. melakukan tugas-tugas administrasi 
terkait layanan informasi. 

dan 
terhadap 

pemantauan 
pelayanan 

a. melakukan 
memberilcan 

saat; 
e. melakukan tugas-tugas administrasi 

terkait permohonan informasi; dan 
f. mengerjakan tugas-tugas lain yang 

diberikan oleh koordinator Sekretariat 
PPID Utama 

yang diminta Pemohon belum tersedia 
di PPID Utama; 

d. mengumpulkan data/informasi dari 
PPID Utama untuk diperbaharui setiap 

Tu gas 

Pranata Arsiparis • 

• 
Tu gas 

Pranata Komputer 
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Dokumentasi pada Bagian Humas 
Setda Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur. 

Sebagai Tim pengolah dan pemberi layanan data / 
informasi, konsultasi, klasifikasi informasi pu blik di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur bertanggung jawab kepada Ketua PPID Uta.ma 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
a. melakukan Inventarisasi, klasifikasi dan dokumentasi 

informasi; 
b. memberikan pertimbangan tertulis atas setiap 

kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan 
informasi; dan 

Pejabat ex officio Kepala Bagian 
Hukum dan Perundang­ 
undangan Setda Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur. 

Sebagai Tim Advokasi penyelesaian sengketa informasi 
publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung 

Tugas 

Fungsi 

• 

Tu gas 
• 

Fungsi 

Jabung Timur bertanggung jawab kepada Ketua PPID 

Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

a. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Informasi 

Pu blik (KIP) dalam rangka penanganan penyelesaian 
sengketa informasi; 

b. melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi 
atas pengaduan atau sengketa informasi; dan 

c. melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa 
informasi bersama unsur PPID Utama dan PPID 
Pembantu sesuai dengan lingkup kewenangan 
masing-masing . 

7. Bidang Pengolahan Data : pejabat ex officio Kepala Subbagian 

6. Bidang Penyelesaian Sengketa 

dokumen permohonan informasi yang 

telah dipenuhi atau ditolak; dan 

e. melakukan tugas-tugas administrasi 

terkait layanan informasi. 

menyimpan dan d. mengklasifikasi 
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informasi; 

a. menyusun Daftar lnfonnasi Publik (DIP) dari 
unit/ satuan kerjanya; 

b. menerima pennohonan infonnasi publik baik secara 
digital maupun non-digital dan memastikan tercatat 
dalam formulir permohonan; 

c. menyampaikan pemberitahuan tertulis atau 
penolakan pennohonan informasi kepada Pemohon 

Badan/ Dinas/Kecamatan, Kepala Subbagian 
Tata Usaha pada Kantor dan Kepala Bagian di 
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur 

Sebagai Penyedia data / informasi publik yang berada 
dibawah kewenangannya, yang bertanggung jawab 
kepada Ketua PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur. 

Tu gas 

Fungsi 
• 

• 
Tu gas 

Fungsi Sebagai Tim penyimpan dan pendokumentasian data 
/ infonnasi serta penyedia data bagi layanan informasi 
publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur bertanggungjawab kepada Ketua PPID 
Uta.ma Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
a. melaksanakan perencanaan program di bidang 

Penyimpanan data; 
b. melaksanaan layanan informasi publik; 
c. pengelolaan dan pengembangan di bidang infonnasi 

dan dokumentasi publik; 
d. pengelolaan sistem infonnasi dan dokumentasi; 
e. penyediaan infonnasi dan dokumentasi dalam rangka 

pelayanan infonnasi pu blik; dan 
f. penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan 

informasi pu blik. 
9. PPID Pembantu Pejabat ex officio dijabat oleh Sekretaris pada 

c. berkoordinasi dengan Pranata Komputer dalam 

layanan infonnasi. 

8. Bidang Penyimpanan Data : Pejabat ex officio Kepala Kantor Arsip 
Daerah dan Perpustakaan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur. 



C. WAKTU PELAYANAN INFORMASI 
Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi , 
PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada 

Setiap penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan masing­ 
masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang 
berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran ba.ku dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan 
penerima pelayanan informasi. 
Adapun standar pelayanan informasi publik, sebagai berikut: 
A. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Untuk mela.ksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front 
Office dan back Office yang baik: 
a. Front Office meliputi : 

O Desklayananlangsung 
D Desk layanan via media digital / elektronik. 

b. Back Office meliputi: 
D Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi 
O Bidang pengolahan data dan klasi.fikasi informasi 

B. DESK INFORMASI PUBLIK 

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon 
informasi publik, Pejabat Pengelola Infonnasi dan Dokumentasi (PPID) 
melalui desk layanan informasi pu blik melakukan layanan langsung 
dan layanan melalui media antara lain mengguna.kan telepon, email 
dan website. 

• 

• 
BABV 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

d. menyampaikan salinan dokumentasi informasi kepada 

Pemohon Informasi; 

e. menerima pengajuan atas keberatan permohonan 

informasi; 

f. menyampaikan tanggapan tertulis atas keberatan 

permohonan infonnasi; dan 

g. berkoordinasi dengan PPID Utama dalam penyelesaian 

sengketa informasi. 



• 
a. pemohon infonnasi datang ke tempat layanan infonnasi dengan 

mengisi formulir pennintaan informasi serta melampirkan foto copy 
KTP pemohon dan pengguna infonnasi; 

b. petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan infonnasi 
pu blik kepada pemohon informasi publik; 

c. petugas memproses pemintaan informasi publik sesuai dengan 
formulir permintaan informasi publik yang telah di tandatangani 
oleh pemohon; 

d. petugas menyerahkan infonnasi sesuai dengan yang diminta oleh 
pemohon/ pengguna infonnasi. 
Jika infonnasi yang diminta pemohon belum tersedia di PPID 
Utama, maka petugas memproses pennohonan infonnasi/ data 
tersebut melalui Sekretaris PPID utama. 

Jika infonnasi yang diminta pemohon tennasuk dalam kategori 
infonnasi yang dikecualikan, maka PPID menyampaikan alasan 
penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang 
berlaku (UU KIP); 

e. petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Infonnasi Publik 
kepada Pemohon lnformasi Publik; dan 

f. petugas mencatat, merekap dan mendokumentasikan laporan 
bulanan dan tahunan, meliputijumlah permohonan informasi yang 
dilayani serta jumlah pennohonan informasi yang ditolak berikut 
alasan penolakannya. 

E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 

a. proses pelayanan informasi publik dilakukan setelah pemohon 
informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 

b. waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari 
kerja sejak permohonan diterima oleh PPID Utama. PPID wajib -·-·--· \·~;-~·~ tY~lfl.\\\_\ 
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• 

Sekretariat PPID yang berkedudukan di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Penyelenggaraan pelayanan infonnasi publik dilaksanakan pada hari 

kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu 

pelaksanaan sebagai berikut : 

Senin-Kamis Pkl. 08.00s/d 14.00 WIB 

Istirahat Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB 

Jumat Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB 

D. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalarn melaksanakan 
pelayanan infonnasi publik kepada pernohon/pengguna infonnasi 
publik dibantu oleh Pranata Arsiparis, Pranata Humas dan Pranata 
Komputer. 
Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang 
memiliki kompetensi di bidang pengetahuan mengenai peraturan 
perundang-undangan Keterbukaan lnformasi Publik dan pelayanan 
publik, keterampilan dan sikap dalarn berkomunikasi, sehingga dapat 
menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi. 

H. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

a. pengelolaan basil transaksi penyelenggaraan pelayanan pu blik 
dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas 
pelayanan informasi publik; 

menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. 
Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, atau 
permintaan informasi ditolak; 

c. jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu dikarenakan informasi 
yang diminta belum dikuasai, maka PPID dapat memperpanjang 
waktu paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama 
diberikan. Untuk hal tersebut, PPID harus memberitahukan secara 
tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak; 

d. penyarnpaian/pendistribusian/penyerahan informassi publik di­ 
lakukan secara langsung, melalui email, fax atau jasa pos; dan 

e. jika pennohonan infonnasi diterima maka pada surat 
pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, 
format informasi, serta biaya apabila diperlukan untuk keperluan 
penggandaan atau perekarnan. Bila permintaan infonnasi ditolak 
maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan surat penolakan 
berdasarkan UU KIP. 

F. BIAYA TARIF 

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi menyediakan informasi 
publik secara gratis ( tidak dipungut biaya ) sedangkan untuk 
penggandaan dan perekaman, pemohon/pengguna informasi publik 
dapat melakukan penggandaan informasi sendiri di sekitar areal 
perkantoran Sekretariat Daerah setempat. 

G. KOMPETENSI PELAKSANA LAY ANAN INFORMASI PUBLIK • 

• 



a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan 
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 
2008 pada Pasal 17; 

b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud pada 
UU KIP dalam Pasal 9; 

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; 
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sesuai dengan yang diminta; 
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; 
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; atau 
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang telah diatur 

dalam SOP ini. 

• 

b. petugas pelayanan infonnasi publik setiap hari membuat laporan 
hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk 
disampaikan kepada bidang pelayanan informasi; 

c. bidang pelayanan informasi membuat laporan bulanan hasil 
pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan 
kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 

d. selanjutnya PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap bulan 
melaporkan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur selaku atasan 
PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Sekretaris Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 

e. laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi 
publik yang sudah dipenuhi , tindak lanjut dari permintaan yang 
belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai 
dengan alasan penolakannya dan waktu yang diperlukan dalam 
memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan 
ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; 
dan 

f. seluruh output proses layanan informasi publik dan arsip data yang 
diserahkan kepada pemohon selanjutnya dikelola oleh Bidang 
Penyimpanan Data PPID untuk disimpan di Kantor Arsip Daerah 
dan Perpustakaan. 

I. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK 
• Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara 

tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
( PPID) berdasarkan alasan berikut. 



A. PENGUMPULAN INFORMASI 
Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap OPD di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kegiatan 
pengumpulan informasi adalah: 
1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan 

kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap 
satuan kerja. 

2. lnformasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan 
relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. 

3. lnformasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan 
arsip, baik arsip statis maupun dinamis. 

4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat 
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
di satuan kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan 
arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
satuan kerja bersangkutan. 

5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan 
sebagai berikut: 
a. mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya; 
b. mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya; 
c. mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan; dan 
d. membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen. 

6. Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan 
pelayanan informasi dan dokumentasi, meliputi : 
a. organisasi/kelembagaan; 
b. kebijakan dan Peraturan Daerah terkait; 
c. sumber daya manusia (struktural dan fungsional); 
d. program dan kegiatan; 
e. anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang meliputi 

unsur program dan kegiatan; 
f. sarana dan prasarana serta sistem informasi (IT); 

BAB VI 

MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENDOKUMENTASIAN 
DAN PELAYANAN INFORMASI 

• 



atau daerah pemukiman; 

B. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI 
Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua 
kelompok, yaitu informasi yang bersifat pu blik dan informasi yang 
dikecualikan. 
1. Informasi yang bersif at publik 

Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas 
pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi: 
a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, yaitu informasi 

yang terbuka untuk pu blik yang disediakan dan diumumkan 
secara berkala, setiap satu bulan, tiga bulan dan enam bulan 
sekali, meliputi: 
1) profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, 

tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan 
sebagainya; 

2) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur, La.poran Akuntabilitas Kinerja, dan 
sebagainya . 

3) informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi 
anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan 
pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya; 

4) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan; dan 
5) informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon. 

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu 
informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan 
ketertiban umum, meliputi: 
1) informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi 

tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan 
sebagainya; 

2) informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil 
pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, lau t 

g. daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara 
berkala; 

h. daftar informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 
i. dafta.r informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 
j. daftar informasi yang dikecualikan. 

• 

• 



• 

3) Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti 
penggunaan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik; 

4) Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran 
lahan untuk kepentingan umum; dan 

5) Hal lain yang mengancam hajad hidup orang banyak. 
c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi: 

1) Daftar seluruh informasi pu blik yang berada di bawah 
penguasaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 
tidak termasuk informasi yang dikecualikan. 

2) Hasil Keputusan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
dan latar belakang pertimbangannya; 

3) Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya 
dapat dilihat dan/ atau dibaca di OPD; 

4) Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan 
pengeluaran tahunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur dapat dilihat dan/ atau dibaca di OPD; 

5) Perjanjian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
dengan pihak ketiga; 

6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pertemuan yang 
terbuka untuk umum; 

7) Prosedur kerja pegawai Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan/ atau 

8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi pu blik 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

2. Informasi Yang Dikecualikan 

Dalam pengelompokkan informasi yang dikecualikan, perlu 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Infonnasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana 

diaturdalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008. 
b. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan 

informasi yang dikecualikan: 
1) Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang 

dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang 
valid dan mengedepankan obyektivitas. 

• 



1. Deskripsi Informasi: 

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan 
informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau 
diterima oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur guna membantu PPID dalam melayani permintaan 
informasi. 
Pendokumentasian infonnasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata 
persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur. 
Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi: 

• 

2) Terbatas, artinya infonnasi yang dikecualikan harus terbatas 

pada infonnasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang 

subyektif dan kesewenangan. 

3) Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak 

dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar 

menghendakinya. 

c. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya 

( consequential harm tes~ yang mendasari penentuan suatu 
informasi harus dirahasiakan apabila infonnasi tersebut dibuka. 

d. Untuk lebih menjamin suatu infonnasi dapat dibuka atau ditutup 
secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin c 
dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing public interest 
test) yang mendasari penentuan infonnasi harus ditutup sesuai 
dengan kepentingan publik. 

e. Pengklasifikasian akses infonnasi harus disertai pertimbangan 
tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi , 
sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 

f. U sulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas 
sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di 
atas, diajukan oleh SKPD yang memiliki kemandirian dalarn 
mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi. 

g. Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan 
melalui rapat pimpinan. 

• h. Jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan 
dengan Keputusan Ketua PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

C. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI 
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1. Mekanisme Pelayanan Informasi 
Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan 
pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan 
inforrnasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan 
melalui media cetak dan elektronik melalui tahapan sebagai 
berikut: 
a. Penyusunan Daftar Informasi Publik di PPID Pembantu: 

1) Masing - masing PPID Pembantu di setiap OPD menyusun dan 
menyiapkan rancangan Daftar lnformasi Pu blik yang berada 
dibawah penguasaannya sesuai dengan kategori informasi 
sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. 

2) PPID Pembantu di masing-masing OPD menyerahkan 
rancangan Daftar Informasi Publik yang berada di bawah 
penguasaaannya kepada Pimpinan OPD. 

3)Pimpinan OPD memeriksa rancangan Daftar Infonnasi Publik 
yang diserahkan PPID Pembantu dan mengkompilasinya 
menjadi rancangan Daftar Informasi Publik. 

4) Pimpinan OPD menetapkan rancangan Daftar Infomasi Publik 
menjadi Daftar Informasi Publik OPD. 

5) Daftar Informasi Publik OPD didistribusikan kepada PPID 
Utama dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur. 

• 

OPD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi. 

2. Verifikasi Informasi: 

Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya. 

3. Otentikasi Informasi: 

Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi 

informasi oleh setiap satuan Kerja. 

4. Kodefikasi lnformasi: 

a. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, 

maka dilakukan kodefikasi. 

b. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing Satuan Kerja. 

5. Penataan dan Penyimpanan Informasi. 

D. PELAYANAN INFORMASI 



• 

6) PPID Pembantu dan Pimpinan OPD memperbarui (updating) 
Daftar Informasi Publik {proses dilakukan sebagaimana urutan 
1 - 6) 

b. Pelayanan Permintaan Infomasi 
1) Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi a tau 

melalui media online / website : www. Tanjabtimkab.go.id dan 
mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan 
fotocopy KTP pemohon dan pengguna infonnasi. 

2} Petugas layanan informasi memproses permintaan pemohon 
informasi publik, meliputi : menerima dan mencatat Buku 
Register Permohonan Informasi, memberikan tanda terima 
kepada pemohon dan menyampaikan surat permintaan data 
kepada Pejabat Eselon IV di bawah PPID utama. 

3) Pejabat Eselon IV di bawah Sekretaris PPID (Kasubbag 
Pemberitaan) membuat memo kepada Kepala Bagian Humas 
selaku Sekretaris PPID utama. 

4) Sekretaris PPID membuat nota Dinas yang ditujukan kepada 
Ketua PPID Utama untuk mendapat arahan. 

5) Apabila informasi yang diminta sudah dikuasai oleh PPID 
utama, maka Ketua PPID membuat memo / disposisi yang 
ditujukan kepada Kepala Subbagian Dokumentasi Sekretariat 
Daerah (Bidang Pengolahan Data) untuk dipenuhi. 

6) Apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang 
dikecualikan, maka Ketua PPID membuat nota Dinas yang 
ditujukan kepada Atasan PPID melalui Tim Pertimbangan PPID 
untuk ditindaklanjuti atau ditolak. 

7) Apabila informasi yang diminta belum dikuasai oleh PPID 
Utama, maka PPID Utama memberitahukan hal tersebut 
kepada Pemohon informasi dan menyampaikan surat 
permintaan data / informasi dimaksud kepada unit kerja 
/ OPD terkait sesuai jenis informasi yang diminta. 

8) Petugas layanan informasi memantau penyiapan data oleh 
PPID Pembantu sesuai dengan memo yang telah diajukan. 
Jangka waktu penyiapan data sesuai dengan jenis datanya. 
Untuk data mentah (kliping dan data statistik sederhana 
jangka waktunya 2 hari kerja, sedangkan data terolah seperti 

• 



E. KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI 

INFORMASI 

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada Atasan PPID setelah diterimanya jawaban atas 
permohonannya yang pertama. 

• 

2. Jangka Waktu Penyelesaian 
a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon 

informasi publik dilakukan setelah pemohon infonnasi publik 
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 

b. W aktu penyelesaian dilaksanakan paling lam bat 10 ( sepuluh)hari 
kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib 
menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. 
Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, 
permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu 
pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak. 

c. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka 
cliperbolehkan menambah waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja sejak ta.nggapan pertama diberikan . 

d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat 
pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang 
diberikan, format informasi, serta biaya apabila dibutuhkan untuk 
keperluan penggandaan atau perekarnan. 

e. Jika permintaan informasi ditolak, maka dalam surat 
pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU 

KIP. 

• 

pointers (3 hari kerja) dan kajian / analisis ilmiah (7 hari 

kerja). 
9) Petugas layanan infonnasi menerima data / infonnasi yang 

telah dipersiapkan unit kerja melalui PPID Pembantu. 
lO)Petugas layanan informasi membuat ta.nda bukti pelayanan 

infonnasi yang ditandatangani oleh PPID utama yang 
menyatakan bahwa permintaan data telah selesai dikerjakan. 

11) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi 
Pu blik kepada Pengguna Informasi Pu blik. 



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI 
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2. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan 
oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 
30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara 

tertulis. 
3. PPID akan menolak memberikan informasi pu blik yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan 

prosed ur sebagai beriku t: 
a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/ atau pengguna 

informasi yang akan ditolak; 
b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan OPD yang 

terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan 
diterima PPID; 

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara 
yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; 

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik. 
4. PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan 

pemohon informasi publik secara tertulis: 
a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan 

pemohon dan/ atau pengguna informasi; 
b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang 

terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan 
diterima PPID; 

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara 
yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; 

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik. 
5. Mekanisme Penyelesaian sengketa informasi 

a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi; 
b. Tim Pertimbangan PPID menyusun kajian dan pertimbangan 

hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID; 
c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, 

PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum 
untuk penyelesaian sengketa informasi. 

• 



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI 

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, 

2. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberata.n yang diajukan 
oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 
30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara 
tertulis. 

3. PPID akan menolak memberikan infonnasi publik yang tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan 
prosedur sebagai berikut: 
a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna 

informasi yang akan ditolak; 
b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan OPD yang 

terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan 
diterima PPID; 

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara 
yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; 

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik. 
4. PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan 

pemohon informasi pu blik secara tertulis: 
a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan 

pemohon dan/ atau pengguna informasi; 
b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang 

terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan 
diterima PPID; 

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara 
yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; 

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik. 
5. Mekanisme Penyelesaian sengketa informasi 

a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi; 
b. Tim Pertimbangan PPID menyusun kajian dan pertimbangan 

hukum untuk disarnpaikan kepada Atasan PPID; 
c. Pada sa.at sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, 

PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum 
untuk penyelesaian sengketa informasi. 

• 
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JABUNG TIMUR TAHUN 2014 

Diundangkan di Muara Sabak 
pada tanggal 2 Sfplt"'4P.>t~ 2014 
SEKRETARIS DAERAH KA PATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, 

Ditetapkan di Muara Sabak 
pada tanggal L St P!l"~AA. 2014 tr;;.;;::=NG TIMUR, 

H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI • 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur. 

Pasal 4 • 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB IV PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

BAB V STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN 

INFORMASI PUBLIK 

BAB VI MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, 

PENDOKUMENTASIAN DAN PELAY ANAN INFORMASI 

BAB VII PENUTUP 

2) Isi beserta uraian sistematika Standar Operasional Bagi Pejabat Pengelola 
Infonnasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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PRANATA 
HU MAS 

SEKRETARIAT 
PPID 

~---1SEKRETARIS PPID~--. PPID UTAMA 

TIM 
PERTIMBANGAN 

ATASANPPIO 

STRUKTUR PEJABAT PENGEWLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR 

NOMOR : 'ltTAHUN 2014 

TANGGAL : J.. ~i;-{'f.tCMl'btil- TAHUN 2014 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA 

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 



CatataA : 1 + 2 1 3 
aaa SOP A';a masiAg 
masiAg 

Output : Data/ informasi secara tertulis, berupa : 
1. Permintaan informasi diterima +beri data I info 
2. Permintaan informasi ditolak +disertai alasannya 
3. Permintaan untuk perpanjangan waktu 7 hari kerja karena 
4. informasi belum dikuasai / tidak tersedia di PPID Uta ma 

Untuk 
Persetujuan I 
TTD 

Koordinasi bila 
ada sengketa 

Draft surat 
dan hasil 
olahan 
informass 

Koordinasi 

Jika data/ 
info tersedia 

Koordinasi 
-------- untuk data yang 

tidak tersedia di 
PPID Utama 

Permintaan 
info/data 
yg tersedia ~ 
+ Disposisi \.::J 

PPID Pembantu : ~ 
OPD+BUMD ~ 

Kator Arsip dan 
Perpustakaan , 

Bagian Hukum - &Per-UU-An , 

Diterima I ditolak II Pertlmbangan II 
Tim 
Pertimbangan 

WAKTU 30 HARi 

Info yang dikecualikan 
Diterimtt I dilelttk 

K•b•Humu/ 
Sekreteris PPID 

K•l.lbbls 
Dokumena.l 

Setde/l'eftlOleh .,.. 

Kabas Humas/ 
Sekretlll'ls PPID 

c: .,, 
~ A ·;:: 

Cl.I 
.0 :s K 
ti,() c: T ~ .e u .s 
"' .,, ... .,, 
c: 1 s .,, 0 ... 
Cl.I 

.0 
Cl.I ~ 
c: 

H .,, 
~ 
:, ...... A .,, 
ti,() 
c: 
Cl.I R ~ 

I 
I 
I 
L Penerima 

lnfonnasl - - - 

Penpjuan 
SUm/ 

Permohonan 

Surat & Syarat t 

ATASAN PPID I 
BUPATI OPD LAIN I PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH (PPID UTAMA) PEMOHON INFORMASI 

SKEMA PEMBAGIAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI SECARA UMUM 



I. Kepala Daerah (Bupati) selaku Atasan PPID 
2. Asisten Pemerintahan dan kesra selaku Ketua PPID Uta.ma 
3. Kepala Bagian Humas selaku Sekretaris PPID Utama 
4. Kepala Subbagian Dokumentasi Setda Pengolahan Data (Lahta) 
5. 5. Pranata Arsiparis 
6. Pranata Komputer 
7. Pranata Humas 

Kualifikasi Pel.aksana: Dasar Hukum: 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2008 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor112, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2009 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara 
N omor 5071 ); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pengelolaanlnformasi dan Dokumentasi di 

Nama Standar Operasional Prosedur: 
Layanan infonnasi yang sudah tersedia di PPID utama 

Bupati Tanjung Jabung Timur Disahkan oleh 

2014 Tanggal Revisi 

Juni2014 Tanggal Pembuata.n 

01/ I Nomor Standar Operasional Prosedur 

PPID 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

SEKRETARIAT DAERAH 

III. 1. SOP LAYANAN INFORMASI YANG SUDAH TERSEDIA DI PPID UTAMA 

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR 

NOMOR TAHUN 2014 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI 
PADA PEJABAT PENGEWLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

• • 



llLAH DlfElH i I 

- Daftar Informasi Publik 
- Buku Register Permohonan Informasi Publik 
- Buku Register Keberatan 
- Format Formulir Keberatan 
- Format Pemberitahuan Tertulis 
- Surat Keputusan PPID Tentang penola.kan permohonan informasi 
- Rekapitulasi jumlah pemohon dan permintaan informasi 

Pencatatan dan Pendataan: 

Informasi yang diminta pemohon agar segera diberikan apabila data 
tersedia di PPID dengan ijin tertulis 
dari ketua PPID 

Peringatan: 

- Komputer 
-ATK 
- Website berbasis pemrograman HTML/PHP+MySQL 
- Form isian permohonan informasi 
- Kendaraan Dinas Operasional 

- Standar Operasional Prosedur Layanan Surat masuk / keluar OPD 
- Standar Operasional Prosedur Layanan PPID Pembantu penyerahan 

data 

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan: 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik. 

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

9. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 103 Tahun 2012 
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola lnformasi Dokumentasi 



---- ------------- 

PELAKSANA MUTU BAKU 
Pcmohon Pranata Pranata Sekretaris Ketua Bidang Pcrsyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket 

NO Uraian Kegiatan Annp Humaa PPID PPID Lahta 
I Pranata 
Komputer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
o Surat permohonan D Tanda tenma surat 

Mengmm perrmohonan infcrmaar o Mengis1 formuhr D Formuhr tenet 1 (Melalui digital dan nondigital) D Fotocopy 1dent1taa / KTP o Syarat 1dent1tae 
tereenuh. 

0 Menenma, mencat&tat dan menelm ·~ ,, D Surat permohonan lJam D Dicatat & berkaa 
kebenaran surat & kelengkapannya D Formuhr tens1 lengkap 

2 0 Membenkan nomor aurat , 
I I O Fotocopy 1dent1taa I KTP O Surat permohonan I 

Membukukan dan mengars1pkan I I Hasil pnnt surat via 
surat masuk dimtal tersedia • D Permohonan dan 1 Jam o Haa1l anahsis I data I 

Memenksa kelengkapan & persyaratan, 
I 

kelengkape.nnya bahan yang dimmta 
3 apabrla bdak lengkap, dtkembahkan I I 0 Haail print pennohonan D Kertaa diapoa1s1 

kepada Pemohon tersedia 
T O Hasrl anehars I data I 2Jam O Membuat catatan jems 

4 Menganahsa 1s1 surat permohonan. I I bahan yang dimmta data yang duninta 
O Kertas dlapos1a1 tersedie pernohon mformae; 

0 Membertkan arahan atas Tersodtanya catatan Jerua 1 Jam Nota dmaa / Dtsposisi I 
permohonan aurat 

,, 
data yang dtminta pemohon arahan I anal1s1s dan 

5 0 Membuat nota dinaa untuk I I mformasi ketua PPID 
memmta s1apkan data / mformas1 
yang dtmmta oleh Pemohon kepada 
Bidana Penzclah Data 

Nota dmas / Dlaposis1 / 3han lnformasr / data yang 
Menyiapkan data dan membertkan arahan / anahsia dan ketua duninta IIUDAH tersedia 

6 Jawaban atas tnforma11 I I PPID di PPID utama 
yang dumnta 

Menganabs1s data yang akan diberikan Informast / data yang du,unta 1 Jam Nota dmas penugaaan 
serta menugaskan sudah tersedia di PPIO utama membuat Draft aurat 

7 Sekdm untuk membuat surat /Jawaban I I jawaban bahwa data/info 
atas pennohonan teraedta 
yang dimmta • 

0 

1. SOP LAYANAN INFORMASI YANG SUDAH TERSEDIA DI PPID UTAMA 

• • 



PELAKSANA MUTUBAKU 

NO Uraian Kegiatan Pemohon Pranata Pranata Sekretans Ketua Bidang Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket 
Arsip Humas PPID PPID Lah ta 

/ Pranata 
Komouter 

l 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 

- ~ 

r Membuat surat jawaban untuk Nota dinas dari ketua PPID 2jam D Data yang drmmta SOP surat 
pemohon dan konfrrmasi kepada penugasan membuat Draft tersedia keluar PPID 

8 KetuaPPID surat jawaban bahwa D SuratJawaban untuk 
[ Mendispcsrerkan kepada pranata ~ data/ mfo tersedia pemohon di 

komputer untuk memproses / tandatangani oleh 
menverahkan data Ketua PPID 

0 Data yang diminta tersedia 2Jam o Data via digital SOP 

I I~ 0 Surat jawaban untuk terkinm penyerahan 
9 Memproscs penyerahan data melalui pemohon d1 tandatangam O Data via non-digital data 

digital dan nondigital oleh Ketua PPID tersedia 

Menjelaskan / klarrftkasr, [1 Data via digital terkinm 2Jam Surat dan data Data / 
menyampajkan dan menyimpan D Data via non-digital jawaban yang dimmta 

10 data/ sahnan mformasi yang tclah I I ~ tersedra oleh pemohon diaraipkan 
dibenkan kepada 
pemohon 

Surat dan data / jawaban Pemohon menerima data 
Menerima jawaban atas mformast yang 0 

yang dimmta oleh pemohon I jawaban yang berupa : 
1. Inforrnasr diberikan 

11 dtmmta. (Apabtla tJdak puas, maka 
2. Perrruntaan datolak Pemohcn dapat mengajukan keberatan 

kepada atasan PPID) 

• • 
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I. Kepala Daerah (Bupati) selaku Atasan PPID 
2. Asisten Pemerintahan dan kesra selaku Ketua PPID Utama 
3. Kepala Bagian Humas selaku Sekretaris PPID Utama 
4. Kepala Subbagian Dokumentasi Setda Pengolahan Data (Lahta) 
5. PPID Pembantu 
6. Pranata Arsiparis 
7. Pranata Komputer 
8. Pranata Humas 

Kualifikasi Pelaksana: 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5071); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 
tent.ang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 
2010 ten tang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Kementerian Komunikasi dan lnformatika; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tent.ang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 201 O tentang Standar 
Layanan Informasi Publik. 

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

Dasar Hukum: 

Bupa.ti Tanjung Jabung Timur 

2014 

Nama Standar Operasional Prosedur: 
Layanan informasi yang belum tersedia di PPID utama 

Juni 2014 

Nomor Standar Operasional Prosedur 

Tanggal Pembuat.an SEKRETARIAT DAERAH 
I 02/ 

Disahkan oleh 

PPID 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

Tanggal Revisi 

III. 2. SOP LAYANAN INFORMASI YANG BELUM TERSEDIA DI PPID UTAMA 

• 



\ TP HI OITEllTI I 

9. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 103 Tahun 2012 
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola lnformasi Dokumentasi 

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 

- Standar Operasional Prosedur Layanan Surat masuk / keluar OPD - Komputer 
- Standar Operasional Prosedur Layanan PPID Pembantu -ATK 

- Website berbasis pemrograman HTML/PHP+MySQL 
- Formulir isian permohonan informasi 
- Kendaraan Dinas Operasional 

Peringatan: ' Pencatatan clan Pendataan: 

Semua pemberian informasi harus melalui PPID Utama /Sekretariat - Daftar Informasi Publik 
Daerah - Buku Register Permohonan Informasi Publik 

- Buku Register Keberatan 
- Format Formulir Keberatan 
- Format Pemberitahuan Tertulis 
- Surat Keputusan PPID Tentang penolakan permohonan informasi 
- Rekapitulasi jumlah pemohon dan permintaan informasi 
- Rekapitulasi permohonan yang ditolak dan alasan penolakannya 



I_ lf lAH. 111 Tf ilfi j 

PELAKSANA MUTUBAKU 
Pemohon Pranata Pranata Sekretans Ketua Bi clang PPID Perayaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket 

NO Uraian Kegiatan Ars1p Humas PPJD PPID Lahta Pembantu 
I Pranata 
Komputer 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 

0- 
D Surat permobonan O Tanda tenma surat 

1 Mengirim permobonan mfortnaer ( ,......_ O Mengis1 fonnubr O Formuhr terisi 
Melalui digital dan nondigital) O Fotocopy 1dentttas/KTP O Syarat 1dentitaa 

terpenuhr 
0 Menenma, mencatatat dan • I D Surat pennobonan lJam C! Dlcatat & berkas lengkap • menehb kebenaran surat dan O Formullr tensi n Surat pennohonan I 

2 kelengkapannya I I Hastl print surat via 
0 Memberikan nomor surat , I digital tersedia 

Membukukan dan mengaraipkan 
surat maauk ~· C Permobonan dan lJam O Ha.sil anal1s1s / data I 

Memenksa kelengkapan & 
I 

kelengkapannya. atas bahan yang d1minta 
3 persyaratan, apabda tidak lengkap, I 1 C: Surat permohonan I O Kertu disposisi 

dikembahkan kpd Pemohon Hastl pnnt \ permohonan terpuang 
tersedia . O Hastl anal1s1s I data I 1 Jam 0 Mem buat catatan jems 

4 Menganal1sa ist surat permohonan I 

~ 
atas bahan yang durunta data yang diminta 

I - l) Kcrtaa d1snn.."l8J teroasana eemohon mformasi 
0 Membenkan arahan atas Teracdtanya catatan jems 1 Jam Nota Dtnas / D1sposis1 / 

permohonan surat . ' data yang diminta pemohon arahan / analts1s dari ketua 
5 D Membuat nota dinas untuk I I- informae. PPID 

memmta siapkan data I 
1nformaa1 yang diminta oleh 
Pemohon keeada 81danll Lahta 

0 Mencan dan Menyiapkan data Nota dinas / Disposis1 / 1 ban lnforma11 / data yang SOP surat 
untuk membenkan Jawaban atas 

., arahan / analis1s dan ketua clinunta BSLVII tersedia dt keluar PPID 
6 mformas1 yang dtminta. I I PPID PPID utama utama 

o Melakukan kocrdmasi dengan 
kantor Arerp Daerah 

0 Menenma informasi dari Bidang. Infcrmasr / data yang 1 Jam Surat permohonan kpd 
Lahta dimmta belum tersedia di PPIDPembantu untuk 

0 Membuat surat permohonan I I..__ PPID utama memberikarunformas1 ttg 
7 kepada PPID Pembantu untuk bahan I data ygdtminta. 

menyiapkan dan membenkan 
mformasi tentang data/ bahan 
vanz dimmta oleh oemohon , 

2. SOP LAYANAN INFORMASI YANG BELUM TERSEDIA DI PPID UTAMA 

• 
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PELAKSANA MUTUBAKU 
Pcmohon Pranata Pranata Sekretans Ketua Bi dang PPID Pcreyaratan/Kelengkapan Waktu Output Ket NO Unuan Kegiatan Ars1p Humaa PPID PP!D Lahta Pembantu 

I Pranata 
Kompute 

r 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(J 
0 Membuat aurat Jawaban untuk Surat permohonan kpd PPID 3 hari Jawaban dart PPID SOP aurat pemohon dan konfirmasi kepada Pembantu Pcmbantu bahwa data masuk di 

8 Ketua PPID. 
I untuk membenkan mformasi tersedia / ditolak / ada PPID 0 Mendispoa1aikan kepada pranata -, ttg bahan I tetapi manta perpartjangan Pcm ban tu komputer untuk memproses I data yg dimmta waktu menyerahkan data 

Jawaban dan PPID 15 D1spos1s1 ketua PPID utk SOPsurat 
Memproses penyerahan data melalui - Pembantu bahwa data merut membuat surat pd keluar di 9 

L I 1- teraedia / drtolak / ada tetapi pemohon ttg hull I PPID d1g,.tal dan nondig,.tal 
minta perpanjangan waktu Jawaban dan PPID Pembantu 

nembantu Menjelaakan / klanfikaai, D1spoa1si ketua PPID utk 1 Jam Surat jawaban untuk menyampaikan dan menyimpan I I - membuat surat pd pemohon pemohon bertsi hasil lO data/ sahnan mformaai yang telah I ... 
ttg haeil I jawaban dari PPID laporan PPID pembantu & drbertkan kepada pembantu d1spos1S1 ketua PPID eemohon 

Menenma Jawaban atas mfcrmasr Surat Jawaban untuk 2jam n Surat jawaban disetujui / SOPsurat 
yang dtmmta. (Apa.bila tJdak puas, <) pemohon bensi basil laporan di 'ITO oleh ketua PPID keluardi 11 maka Pemohon dapat mengajukan PPID pembantu & d1apos1s1 D D1spoa1s1 aurat keluar PPlD 
keberatan kepada atasan PPID) ketua Utama 

PPID 
0 Mengetik surat dan Jawaban. -D 0 Surat Jawaban disetuju; / 1 Jam OSuratjawaban via digital 
D Meng:inm jawaben via dJg,.tal - da 'ITO oleh ketua PPID terkinm 12 0 Meneruskan surat jawaban via - 0 D1apoa1si surat keluar n Surat J&waban via non non digital digital tersedsa 
0 Membcn nama / kode , dll serta 0 Surat Jawaban via digital Ljam D Surat Jawaban dJben kode SOP membenkan data /mformaai 1 • terkirim dan diarsipkan. Pengarstp 13 kepada pemohon. I I D Surat jawabn via non O Tanda tenma surat an surat 0 Data/Jawaban surat keluar digital tersedia diaraipkan 

c Surat jawaban diterima Surat jawaban dJtenma - pemohon. pemohon 
D Tanda tenma surat mformas, dapat berupa : 

l. Informaai dibenkan 14 MenerunaJawaban /mformaa1 2. Penruntaan ditolak 
berikut alaaannya 

3.Pcrmintaan dari PPID kpd 
pemohon informaa, untuk 
eeroamanean waktu 7 ban 

• 



1. Kepala Daerah (Bupati) selaku Atasan PPID 
2. Tim Pertimbangan 
3. Asisten Pemermtahan dan kesra selaku Ketua PPID Utama 
4. Kepala Bagian Humas selaku Sekretaris PPID Utama 
5. PPID Pembantu 
6. Pranata Arsiparis 
7. Pranata Komputer 
8. Pranata Humas 
9. Tim Ahli dalam bidang terkait 

Kualifikasi Pelaksana: Dasar Hukum: 

PPID 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

Bupati Tanjung Jabung Timur 

Nama Standar Operasional Prosedur: 
Layanan jika adanya keberatan dari pemohon informasi 

Disahkan oleh 

2014 Tanggal Revisi 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Infonnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tamba.han Lembaran 
Negara Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5071); 

4. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 
La.yanan Informasi Publik. 

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 
Penvelesaian Senzketa Informasi Publik 

Juni 2014 

Nomor StAndar Operasional Prosedur 

Tanggal Pembuatan 
I 03/ 

SEKRETARIAT DAERAH 

III. 3. SOP LAYANAN JIKA ADANYA KEBERATAN DARI PEMOHON INFORMASI 

• • 
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9. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 103 Tahun 2012 
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi 

Keterkaitan: PeraJatan/Perlengkapan: 

.. 
- SOP Layanan Surat masuk / keluar OPD - Komputer 
- . SOP Pembuatan surat undangan -ATK 
-. SOP Rapat evaluasi - Website berbasis pemrograman HTML/PHP+MySQL 
-. SOP Penyusunan / pembuatan SK - Formulir isian pennohonan informasi 

- Kendaraan Dinas Operasional 

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: 

Semua pemberian informasi harus melalui Sekretariat Daerah Selaku - Daftar Informasi Publik 
PPID Uta.ma - Buku Register Permohonan Infonnasi Publik 

- Buku Register Keberatan 
- Format Formulir Keberatan 
- Format Pemberitahuan Tertulis 
- Surat Keputusan PPID Tentang penolakan pennohonan informasi 
- Rekapitulasi jumlah pemohon dan permintaan informasi 
- Rekapitulasi permohonan yang ditolak dan alasan penolakannya 
- Surat Keputusan hasil Uji Konsekuensi 
- Notulen Rapat Uii konsekuensi 



lillHlfllfE~I 

NO PELAKSANA MUTU BAKU 

Pemohen Ataaan Ketua PPID Sekretane Tnn Pertun Tim Pranata Pranata P9rayaratan / Kelengkapan Waktu Output Ket 
Uraian Kegiatan PPID PPfD Pembantu PPID bangan Ahli Humu Araip 

I Pranca 
Komputer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Mengmm •urat keberatan ataa O Surat permchcnan lJam O Tanda terima aurat SOP•urat 

permohonan mformas1 yang O Mengiai forrnutir keberaten D Fonnulir tel'l81 muuk 
tidak me•uai / ditolak( Melalu1 a FC idenlttu / KTP 
rl,..lta] dan non-rl101t,ol\ 

2 O Menenma. dan menehti aural •• o Surllt pen:nohonan 2J&m D Nota dma. kepada SOPaurat 
ke beTatan dan Pemohon n Tanda terima aural Ketua PPID/ diapoawi Maauk 
infomu1 O Formuhr lerw1 

D Membuat nota Dinas kepada 
Ketua PPID untuk 
meng,,valuas1 dan 
melaksanakan uu konaekuena1 

3 O Menerima matruks1 dan Nota dmu kepada Ketua 10han D Jadwal dan bm UJl SOPaurat 
Atasan PPID Dan menetapkan CJ PPI.D/ diapoaiai konaekuenet keluar 
Jadwal merta menentukan Tun O Undangan untuk tim 
pelaksana u31 konsekuenai UJt yang di ltd ataaan 

[] Menugukan Sekretana PPiD PPID 
untuk mengundangTun UJI 
terka.il 

O Memimpin rapat evaluu1 / uj1 
konaekuena1 

4 D Mengadakan rapat evaluu, O Jad ... al dan llm up Huil rapat (notulenl SOPaurat 
pembahuan ttg aurat konaekuenet evaluui /uJi keluar 
keberatan dan Pemohon •• •Ir •• D Undangan untuk tun UJt yang konaekuens1 

O Melakeanakim UJ• konaekuena1 9 9 9 d1 ttd atuan PPlD 1 Rapat evaluu1 uj1 
{Apabila drperlukan dapat konaekuenai belum 
mengundang Tim ahh yg NJ.eaaJ 
terkait dgn maten / data yang 2 UJI konaekuena1 •udah 
akan d1uJ1 konsekuenai l aeleaai dg hail data 

dioerikan atau 
pennintaan ditolak 
melalui SK Ketua PPlD 
ataa perintah Atuan 
PPID 

0 
I 

3. SOP LAYANAN JIKA ADANYA KEBERATAN DARI PEMOHON INFORMASI 

• 
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NO PELAKSANA MUTUBAKU 

Pemohon Ablaan Ketua PPID Sekretana Tun Peram Tim Pranata Pranata Perayaratan / Kelengkapan Waktu Output Ket 
Uraian Kegiatan PPID PPID Pembantu PPID banpn Ahli Humu Araip 

I Pranata 
Komputer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- - 
5 Menenma dan mengka.ii 1urat Hull rapat (notulen) Ljam Huil uji keneekuenai 

keputuaan / jawaban hull rapat evaluu1 / uj1 konaekuena1 Yana eetUJU\ 
evaluaat / uji konaekuen1i I .Rapat evaluaat ~i / d1tandatanga01 oleh 
apabila tidak diaetuJut at.au tldak r-+ kon*8kuene1 belum seie.111 ketua PPID 
d1meJ18"rtl maka dikembahkan 2 uj, konaekuenmi eudah 
kepeda eekretaria PPID (tlm UJl eeletlal dg haetl · data 
konaekwena)l dan Melaporkan dtberikan atau pennintun 
huil UJJ konaekuenet kepada ditolak melalui SK Ketua 
Atuan PPID PPID ata.a penntah Atuan 

PPID 
6 O Menenma dan menelaah hud Hull UJi kcneekuensr yana 3 Jlll1l Hull UJl kensekuensi 

rapat evalua.s1 / UJl diaetuJut / d!tandatangan1 yangaetuJu 
kcnsekuenei yani talah <>~ oleh ketua PPID / d1tandatangan1 oleh 
dieetuju1 oleh ketua PPID ketua PP!D dan dwetuJUt n Ap.btla huilnya di .. tuJUl, oleh ataci PPlD 
maka m•l18lll•truklucan ketua 
PPID utk membuat SK Ketua 
PPID ttg huil rapat evaluui / 
UJt konaekuenll tel'8ebut, 
apabila bdak aetuJU 
dikembahkan kepada ketua 
PPID untuk dm.ti>aiki 

7 O Membuat kensep SK K.etua Huil uj, konaekuenai yana 1 ban a Draft Surat Keputu1&11/ SOP 
PPIO atau je.waban eui:at ditandatanaaru oleh ketua J&Waban aura.t untuk penyuaunan 
keberatan bll8J pemohon CJ PP!D dan dlNtuJUt oleh pemohon yang akan d1 / pembuatan 

O Menugaakan pranata untuk ---... atuanPAD TI'D oleh ketua PPID Surat 
mengetik auratJawaban dan KeputuaUJ 
Surat Keputu1an Ketua PPID 
ten••no buil un konaekuenai 

8 Mengebk aurat Jawaban dan Dntft Surat Keputuaan/ 2Jam O Surat Jawab,in diketik 
mengkoneultaaikannya kepada awaben aurat untuk -uaiarahan 
Sekretaril dan ketua PPID pemohon yang akan dr TI'D O Surat di Ttd Ketua PPID 

ioleh ketua PPID 
9 O Memben nama / kode , dll O Surat J&Waban dlketik 30merut O Surat Jawaban dtberi SOPaurat 

aerta memberikan Jawaban -Um araium nomor dan tanda keluar PPID 
huiluJikoneekuenmikepada .........._. O Surat di Ttd Ketua PPlD arimaaurat 
pemohon o Dianapun 
O Nenvunpan araipnva 

10 MenerimaJawaban / mfonnu1 Surat ,awaban diben Tanda terima aurat dan 

C) nomor clan tanda teruna pemobon - aurat 

• • 



____ ......... I 

I lEL~H Oiffllli I 

1. Kepala Daerah (Bupati) selaku Atasan PPID 
2. Tim Pertim bangan 
3. Asisten Pemerintahan dan kesra selaku Ketua PPID Utama 
4. Kepa]a Bagian Humas selaku Sekretaris PPID Utama 
5. PPID Pembantu 
6. Pranata Arsiparis 
7. Pranata Komputer 
8. Pranata Humas 
9. Tim Ahli dalam bidang terkait 

Kualifikasi Pelaksana: 

---- ---------------- 

Bupati Tanjung Jabung Timur 

2014 Tanggal Revisi 

Nama Standar Operasional Prosedur: 
Layanan Bagi Informasi / Data Yang Berpotensi Dikecualikan 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 61, Ta.mbahan Lembaran Negara Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5071); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik; 

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pengelolaan lnformasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Inform.asi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 

7. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik. 

8. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 
Penvelesaian Senzketa lnformasi Publik 

Dasar Hukum: 

Juni 2014 

Nomor Standar Operasional Prosedur 

Tanggal Pembuatan SEKRETARIAT DAERAH 
I 04/ 

Disahkan oleh 

PPID 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

III.4. SOP LAYANAN BAGI INFORMASI / DATA YANG BERPOTENSI DIKECUALIKAN 

., • 



I TE.l~B OiTElHIJ 

9. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 103 Tahun 2012 
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi 

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 

- Standar Operasional Prosedur Layanan Surat masuk / keluar OPD - Komputer 
-ATK 
- Website berbasis pemrograman HTML/PHP+MySQL 
- Formulir isian permohonan informasi 
- Kendaraan Dinas Operasional 

Peringatan: Pencata.tan dan Pendat.aan: 
c 

Semua pemberian informasi barns melalui Sekretariat Daerah Selaku - Daftar lnformasi Public 
PPID Uta.ma - Buku Register Permohonan Informasi Public 

- Buku Register Keberatan 
- Format Formulir Keberatan 
- Format Pemberitahuan Tertulis 
- Surat Keputusan PPID Tentang penolakan permohonan informasi 
- Rekapitulasi jumlah pemohon dan permintaan informasi 
- Rekapitulasi permohonan yang ditolak dan alasan penolakannya 
- Surat Keputusan basil Uji Konsekuensi 
- Notulen Raoat Uii konsekuensi 



,, 

NO PELAKSANA MUTU BAKU 
Pemohon Ataaan Ketua PPID SekTetaria T1m Pertim Tim Pranata Pranata Penyanatan / Kelengkapan Waktu Output Ket 

Uraian Kegiatan PPID PPID Pembantu PPID bang an Ahh Humaa Araip 
/ Pr1111ata 
Komputer 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Mena,nm pennohonan infonnaa1 O Surat permohonan I Jam n Tanda ter1ma aurat 
(Melalu1 dig1tal dan nond.tg,tal) O Mengiai formulir keberatan O Fonnubr tenai 

o FC 1dentitaa / KTP 

2 O Menenma., mencatatat dan O Tanda terima aurat l jam O D,catat & b.rkaa 
menelib kebenaran aurat dan ~, O Formuhr tenai lengkap 
kelengkapannya D Surat pennohonan I 

O Memben nomor .membukukan Hasil print aurat via 
dan mengaraipkan aurat chgJtal tereedia 
maauk 

3 Memeriksa kelengkapan & ,, D Permohonan dan !Jam D Hae1l analiaia / data 
peNyaratan, apabila ttdak kelengkapannyll. ataa bahan )&ng 
lengkap, thkembab'kan kpd D Surat pennohonan / Haatl dunmta oteh pemohon 
Pemohon pnnt permohonan O Kertaa d1&p0111a1 

te"'"'"""" 
4 D Menganaliaa 1ai aurat 0 Huil anahala / data / atu !Jam O Membuat catalan Jema 

permohonan dan membuat •r bahan yans dumnta oleh data yang dunmta 
draft aurat undlU18an untuk pemohon pemohon mformaa1 
mengundang tun uJ1 0 Kertaa d11poa1ai terpasang O Draft aurat undangan 
koneekuerisr 

5 0 Menandatangan1aurat LI Catatan jenia data yang 2jam l Undangan y1111g d1 
undangan apab1la tidak aetuJu r:bmmta pemohon mformu1 tandatangani oleh 
dtkembalikan pada aekretana 

'~ 
0 Draft aurat undangan ketua PPID 

PPID r Nota Dmu / Di11poau11 
0 dan memberikan arahan dari ketua PPID 

mengenai data yang dunmta 
oleh eemohen infonnu1 

6 D Mengadakan rapat evaluaa1 Undangan dart ketua PPID 3han Huil rapat/ notulen UJl 
pembahasan ttg aurat /data 9 CJ 9 9 koneekuena,dapat 
:> ang dnnmta Pemohon berupa . 

p Melaksanakan UJ• konsekuensi 1 UJI konaekuenai belum 
(Apabtla drperlukan dapat aeleaai 
mengundang Tam ahli yg 2 UJl konaekuenei audah 
terkait dgn maten I data yang aeleaat dg haail . data 
akan diuJt kcnsekuenei] d1berikan atau 

pernuntaan ditolak 
melalui SK Ketua PPID 
atais pcmntah Ataaan 
PPID 

" ,-- -·--· 1n ~ ~ ~ n ~ -rr.1 H 1 · r.~r,l,~ r I 
I -----· 

,, 

IIl.4. SOP LAYANAN BAGI INFORMASI / DATA YANG BERPOTENSI DIKECUALIKAN 

• 



NO PELAKSANA MUTUBAKU 
Pemohon Atuan Ketua PPID Sekreww Tim Pertim Tim Prwiata Pranata Penyaratan / Kelengkapan Waktu Output Ket 

Uraian Kegiatan PPID PPID Pembantu PPIO bangan Ahh Humaa Map 
I Pranata 
Komputer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 
7 O menerima dan uaenganaliaas Hain! rapat / notulen / UJI 3Jam Haail uji konMkuenai di 

huiJ rapat UJI kon11ekuenaibenlpa tandat.angani oleh Ketua 
kon.ekuen•isebagai bmhan 1 UJi konaekuene1 belum PPID dan chapoe1111 
;awaban untuk pemohon, eeleaai kepada eekretaria PPID 
apabila bdakaetu;u atau ada 2 UJl konsekuena1 audah untuk membuat aural 
psrbaikan maka 11eleaaidenpn haail data jawabankepada 
dakonaultuikan diberikan ataupermUltaan Pemohon 
kembabdenpn ataaan PPID ditolak melalur SKKetua 

D Menandatanaani h••I UJI PPID ataa penntah 
konMkuena1 ·~ AtuanPPID 

0 (Jik.a uj1 konaekuene1 belum 
Mloeai, maka dalam 
euratpembentahuan untuk 
Pemohon ben.11 
tentangperpanJangan waktu 
keoada Pemohon mfonnui. l 

8 D Membuat konaep au rat .. D D1apoa1a1 / arahan dan 3Jam O konaep Surat 
iawaban untuk Pemohon ketuaPPID ;awaban 
danberkoordmaa1 denglln 0 Haail uj1 konaekueneu untukPemohon 
ketua PPID 

O Menu1uJ<.n pranata komputer ·~ untuk mengetik euratJawaban 
dan Surat Keputuun Ketua 
PPID tentang huil 
u11konaelruena1 

9 Mengettk aurat ;awaban dan ,, Kon..ep aurat J&waban utk 2;am O Surat ;awaban diketik SOPaurat 
manakonaultuikannya kepada pemohon -uaiarahan dan dt ke)uar PPID 
Sekretana dan Ketua PPID I tandatangaru 

olebl<etua PP(D 
10 Cl Memben nama / kode , aerta + O Surat jawaban daketik 30 memt Suratjawaban dil>en 

memberikan data/mfonnu1 - aeeuaiarahan nomor dan tanda tenma 
kepada Pemohon t_J o Surat ch T.ndat.angani au rat 

O Menvimoan ara10nva KetuaPPID 
11 Meneruna;awabm / informu, Suratjawabm dibsn nomor D Tanda teruna aurat ,, dan tanda tenma aurat 

C) 
- - -- 

i Salinau ""l·,u:ti l>t·ug;m .\~linya. 
~UPA;1 ~ -'c'\BUNG TIMUR, Kaba,: Hokum & Fer-UU-an 

Tfr:t.:.H ~ 
H!Zi: MI ZOLA ZULKIFLI 

r. 
Pt•111h111a 11\.1 (I\ J h] 

- 'I I' f11ht.lJIIJ )CJl)llfJ2 I 00 I 
'I.. - ;--.-..=--~ - - - ---- ----- ~- 

• • 



Keterangan 
• D11s1 oleh petugas berdasarkan nomor reg1stras1 permohonan lnformas1 PubUk 

Pilth salah satu dengan dllmgkan 
••• Coret yang tidak perlu 

( _.·-··--·····--·---··· .. ··-·> 
Nama dan Tanda Tengan 

( -, _ - .. · .. ··--········) 
Nama dan Tanda Tangan 

Pamohan lnfaMIHISi Patugas Palayanan lnfarmasi 
(Penarima Parnmhanan) 

Muara Sabak, ,,,, 2014 

cara Mendapatkan Salinan lnformasi***: 
1 Mengambil Langsung 
2 Pos 
3 Kunr 
4 E-mail 
5. Faksurnh • 
Cara Memperoleh lnformasl** : 
1 Mel1hat/membaca/mendengarkan/Mencatat 
2. Mendapatkan salinan informas1 (hardcopy/softcopy)*** 

TuJuan Penggunaan lntormast 

Rmcian lnformasi yang d1butuhkan 

Nomor Telepon/E-ma1 I 

• Nam a 

Alamat 

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI 
No. Pendaftaran (diisi petugas)*: ..•.....••..•...•................ 

Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Telp. (0740) 7370002 
MUARASABAK 

PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT 
PENGEWLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
(PPID) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

: TAHUN 2014 NO MOR 

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR 



----------- -- ---- 

I 
I 
I 
I 
I 

V. Apabila Pemohon lnformasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon 
mformasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi lnformasi daJam jangka waktu 14 
(empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon 
lnformasi Publik. 

IV. Apabila Pemohon lnformasi tidak puas dengan keputusan Sadan Publik (misal 
menolak pennintaan anda atau memberikan hanya sebaglan yang diminta). maka 
pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 
30 (tiga puluh) hari kerja sejak di permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib 
memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon lnformasi selambat­ 
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon 
lnformasi diterima . 

111.Pemohon lnformasi berhak untuk mendapatkan pemberftahuan tertulis atas diterima 
atau tidaknya permohonan informasi datan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
ditenmanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Sadan Publik dapat memperpanjang 
waktu untuk memberi jawaban tertuhs 1 x 7 hari kerja. 
PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA 
NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak 
diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi 
anda kurang lenckao. 

II. Blaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan lntormasr berdasarkan Peraturan 
Pimpinan 
Sadan Pubhk adalah (d1isi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Sadan Publik) 

I Pemohon lnfonnasi berhak untuk meminta seluruh infonnasi yang berada di Badan 
Publik, kecuali : 
{a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: 

Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan per1indungan hak 
atas kekayaan intelektual dan per1indungan dari persa1ngan usaha tidak sehat, 
Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam 
Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepennnqan 
hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang berslfat pnbadi dan 
kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; 
Memorandum atau surat-surat antar Sadan Pubhk atau intra Badan Publik yang 
menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi lnformasi atau 
Pengaddan; lnformasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. 

(b) Sadan Publik juga dapat tidak memberikan mformasi yang belum dikuasai atau 
didokumentasikan 

Hak-hak Pemohon lnformasi 

• 

" 



Keterangan: 
• Olis, sesua1 dengan nomor pendaftaran pada fonnulir pennohonan 
•• Pdih salah satu dengan memben tanda (../) 
... Biaya penyahnan (fotokopi atau cd) dan/atau biaya pengmman (khusus kurir dan pos) sesuar 
dengan standar biaya yang telah drtetapkan 
-- J1ka ada penghitaman 1nfonnasi dalam suatu dokumen, maka d1benkan alasan penghitamannya . 
..... Oi1s1 dengan keterangan waktu yang Jelas untuk menyediakan mfomiaS! yang dtminta 

( . . . .. . . . .. ) 
Nama & Tanda Tangan 

Muara Sabak, 2014 
Pejabat Pengetota lnformasi dan Dokumentas (PPIO) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

B. lnformasi tidak dapat diberiklln kantna:- 
• lnformas1 yang d1m1nta belum dikuasai 
• lnfonnas1 yang d1minta belum didokumentasikan 
Penyediaan ,nfonnasi yang belum dtdokumentaStkan d1lakukan dalam Jangka waktu .. . .. • 

NO Hal-hat terkait lnfonnasi Publik Keterangan 

1 Penguasaan lnformasi Publik ... Kam, 
Sadan P\Abhk lain, va1tu . 

2 Bentuk fis1k yang tersec:ha .. Softcopy (rennasuk rekaman) 
Hardcoov/saNnan tertuhs 

3 B1aya yang d1butuhkan ... Penyalinan Rp. . . x ... (Jmlh lembaran) = 
Rp . Penginman Rp . .. -··. . laln2 Rp 
Jumlah Rn .... 

4 Wak.tu penyediaan .. .... hari 

5 Pen.,elasan penghrtaman/pengaburan lnformas1 yang dtmohon- 
(tambahkan kertas btla pertu) 

.. . -·· .. . . ..... . . - ... . .. . .. 
. . . .... .. . .. .. ······· .. . .. .. ..... .. .. .. .. . ....... ... . ... . .. 

• 
Pembentahuan sebagai benkut 
A.Wm ......... 

Nomor Telepon/E-mail 

Alamat 
.......................................... - . Nama 

. . tahun . . . dengan nomor bulan .. Berdasarkan permohonan lnformasr pada tanggal 
pendaftaran• ... , 
Kami menyampaikan kepada Saudara/i" 

PEMBERITAHUAN TERTULIS 

PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 
Kompfek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Telp. (0740) 7370002 

MUARASABAK 



Keterangan: 
*. Dllsi oleh petuoas berdasart<an nomor registrasl permohonan Informasi Publlk. 
** Dilsi oleh PPID sesuai dengan pengecuallan pada Pasal 17 huruf a -1, uu KIP. 
*** Sesual dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesual dengan pasal pengecualian dalam 
undang undang 
lain yang mengecualikan 1nformasi yang dlmohon t:ersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya). 
**** Dilsi oleh petugas sesuai ctengan jangka waktu pembertt:ahuan tertulls sebagaimana diatur 
dalam UU KIP. 

( .. . . . .. . . . . . . . . . . . ) 
Nama & Tanda Tengan 

Muara Sabak, . 2014 
Pejabat Pengelola lnfonnasi dan Dokumentasi (PPID) 

Jika Pemohon informasi keberatan atas pnolakan ini, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan 
keberatan kepada Atasan PPID, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menenma Surat 
Keputusan ini. 

- • 
PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK 

Dengan demildan menyatalcan bahwa : 

Bahwa berdasart<an Pasal-pasal di atas, membuka informast tersebut menimbulkan konsekuensl 
sebagai berikut: 

Pasal UU *** 

Pasal 17 huruf ;:- -.MJeCUalian informasi UU KIP * * Pengecualian informasl 
didasar1<an pada alasan 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

PPID memutuskan bahwa informasi yang dlmohon adalah : 

.................................................................................... R1ncian lnformasi yang dimohon 

Nomor Telepon/E--ma1I 

Ala mat 

..................................................................................... 

.................................................................................... 

Nam a 

FORMUUR PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI 
No. Pendaftaran (d1is1 petugas)": .. 

PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 
Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Telp. (0740) 7370002 

MUARASABAK 



.... ~' ~.-...-tc>.i\ 
_...., • ' f) ' } - .. ' ' . ;. -·- .. ~ ,: .. ·,· .. 
•\\ ~ \ , . • .. ~ ' 
,.,_ ..--·-· 

0. HARi I TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: 
..... (tanggal) (bulan) (tahun) .. (diisi oleh petugas) **** 

C. KASUS POSISI ( tambahkan kertas bila pertu) 

D A Permohonan lnformas1 Ditolak 

D B lnfonnasi berkala tidak disediakan 

D C Permintaan informasi tidak ditanggapi 
D D Permintaan informasi drtanggapi tidak sebagaimana yang d1minta 

D E Pennintaan informasi tidak dipenuhi 
D F Biaya yang dikenakan tidak waJar 
D G tnformasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan 

B. ALASAN KEBERATAN *** 

ldentitas Kuasa Pemohon ** 
Nama 
Alam at 

Nomor Telepon 

11114111 I Ill II I lfl I 11 I II I II I Ill II 111, ••I•• I Ill II Ill I• 

......... ' " . 
ldentitas Pemohon 

Nam a 
Ala mat 

Nomor Telepon 

Pekerjaan 

. . . . 
• • •• • •• e II I••••• I II I II I II I II I Ill II I Ill II I I Nomor Pennohonan lnfonnasi 

Tujuan Penggunaan lnfonnasi 

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN 

Nomor Reglstrasi Keberatan : .•..............•..........•......•..•••••..•..... (dusi petugas) * 

FORMULIR KEBERATAN 
(rangkap dua) 

PERNYAT AAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI 

Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Telp. (0740) 7370002 
MUARASABAK 

"' PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

' 



-~-- 

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI 

~BUPATI :ANJUNG JABUNG TIMUR, 

~ 

,- 

I . S·1I iuun '-H:,11.1i l>,•ngan \,lin}'a, 
KalJng Hukum & Pcr-UU-an 

TAM~:.;.H. 'I 
, 1) Pemhiua 11\..1 (I\ /b) I r .. , IP I 9ht, l I_ I ~ .. ~~~lJ~~~~-l-~11~-~=--J 

( , 
Nama dan Tande Tengan 

( ) 
Nama dan Tanda Tangan 

Pengaju Keberatan 

Muara Saba~ 2014 

Menget.ahul, 
Petugu lnformaal 

(Penerlma Keberatan) 

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya , saya 
ucapkan terimakasih. 


